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PERATURAN MENTERI  

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 12 TAHUN 2016 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, 

Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan Program dan 

Anggaran, perlu untuk menyusun petunjuk pelaksanaan 

anggaran; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 

perlu mengatur lebih lanjut pelaksanaan anggaran atas 

bagian anggaran yang menjadi tanggung jawab Menteri; 

c. bahwa untuk menyesuaikan perubahan peraturan 

perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan dan 

anggaran, perlu disusun petunjuk pelaksanaan anggaran 

di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
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Tertinggal, dan Transmigrasi; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 

tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi 

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap 
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

678); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 

tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

1191); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 

tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara 

pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Pendapatan dan 

Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1350); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1617); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2015 Nomor 

463); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PETUNJUK 

PELAKSANAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN 

TRANSMIGRASI. 

 

Pasal 1 

Petunjuk pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 2 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini: 

www.peraturan.go.id



2016, No.877 -4- 

a. menjadi Petunjuk Pelaksanaan Anggaran bagi para 

pengelola keuangan di lingkungan di Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 

b. terlaksananya anggaran yang efektif, efesien, tertib dan 

transparansi dan akuntabel, serta pencairan dana secara 

tepat waktu; 

c. terlaksananya pertanggungjawaban pelaksanaan 

anggaran secara baik, benar dan berkualitas; dan 

d. terlaksananya penyerahan hasil pelaksanaan anggaran 

dari PPK kepada KPA pada setiap satuan kerja (satker) 

setiap akhir tahun anggaran. 

 

Pasal 3 

Peraturan Menteri ini mencakup petunjuk teknis pelaksanaan 

mengenai pengelola keuangan, mekanisme pencairan 

anggaran, revisi anggaran. 

 

Pasal 4 

Sasaran pengguna dari Petunjuk Pelaksanaan Anggaran 

adalah pejabat perbendaharaan dan pengelola keuangan 

APBN, hibah dalam negeri dan luar negeri di lingkungan 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi yang terdiri dari: 

a. Pejabat Pengguna Anggaran (PA); 

b. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 

d. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-

SPM); 

e. Bendahara Pengeluaran; dan 

f. Bendahara Penerimaan. 

 

Pasal 5 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 8 Juni 2016   

 

MENTERI DESA,  

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN 

TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd 

 

MARWAN JAFAR  

 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 10 Juni 2016   

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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